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ABSTRAK/RINGKASAN

IMPLEMENTASI FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN SUMBAWA
BARAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA).
PENULIS IRVAN ZULFAHMI. DOSEN PEMBIMBING PERTAMA ADY
SUPRYADI. DOSEN PEMBIMBING KEDUA FITRIANI AMALIA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi
fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan
Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan hukum empiris.
Lokasi penelitian di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat. Jenis data/bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer
adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan Perundang-
Undangan dan segala dokumen resmi yang membuat ketentuan hukum. Bahan
hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan buku-buku,
artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan. Bahan
hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan
seperti kamus, maupun ensiklopedi. Teknik pengumpulan data yang digunakan
sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara /
interview, observasi dan terakhir analisis data. Wawancara / interview yang
didapatkan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan mengenai implementasi fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sumbawa Barat, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa
tata cara implementasi fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024 sudah benar menurut aturan yang berlaku.
Pada tahun 2019 ada 9 (sembilan) Peraturan Daerah yang telah disetujui dan
disahkan, tahun 2020 ada 13 (tiga belas) Peraturah Daerah yang telah disetujui
dan disahkan oleh DPRD dan Bupati. Sedangkan di tahun 2021 hanya ada 5
(lima) Peraturan Daerah yang disetujui dan disahkan dari 32 (tiga puluh dua)
Rancangan Peraturan Daerah, selanjutnya sisa dari Rancangan Peraturan Daerah
yang belum setujui dan disahkan akan dibahas pada bulan Februari 2021. Hal ini
berarti dalam melaksanakan fungsi legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat dalam rencana revisi / penyempurnaan Peraturan
daerah yang tidak berjalan dengan baik atau ditunda dalam jangka waktu yang
panjang.

Kata kunci: Implementasi, Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa Barat, Peraturan Daerah.
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATION FUNCTION OF WEST
SUMBAWA REGENCY IN THE FORMATION OF LOCAL
REGULATIONS (PERDA)

[rvan Zulfahmi. First Advisor; Ady Suprvadi. Second Advisor; Fitriani Amalia

The purpose of this study is to ascertain and evaluate how the DPRD of
West Sumbawa Regency has implemented its legislative duty in the creation of
regional regulations. This study combines empirical law with normative law. The
study is being conducted in the West Sumbawa Regency’s Regional House of
Representatives office. Primary, secondary. and tertiary legal resources are the
three different categories of data/legal documents used. The term "primary legal
resources” refers to authoritative legal materials, such as statutory rules and all
official papers that contain legal clauses. Secondary legal materials are legal
resources that explain pertinent books, articles, journals, research findings, papers.
and other legal documents. The term "tertiary legal materials” refers to legal
resources like dictionaries and encyclopedias that offer guidance and
explanations, Literature review, interviews, observations. and data analysis are the
tinal data gathering methods used in this study. The interviews conducted with or
obtained from West Sumbawa Regency members of the Regional House of
Representatives who are actively engaged in carryving out the legislative role. The
procedure for carrying out the legislative function of the 2019-2024 West
Sumbawa Regional House of Representatives is correct in accordance with the
applicable rules. According to the findings of research and discussion regarding
the implementation of the legislative function of the DPRD of West Sumbawa
Regency, 2019 saw the approval and ratification of 9 (nine) regional regulations.
while 2020 saw the approval and ratification of 13 (thirteen) regional regulations
by the DPRD and the Regent. While only 5 (five) of 32 (thirty-two) Draft
Regional Regulations have been authorized and ratified as of 2021. the other Draft
Regional Regulations that have not been approved and ratified will be debated in
February 2021. This indicates that in carrying out the West Sumbawa Regional
People's Representative Council's legislative duty, regional rules that don't operate
properly or are put off for a long time will be revised or improved as intended.

Keywords:  Implementation,  Legislation  Function,  Regional — People's
Representative  Council of West Sumbawa Regency, Regional
Regulation. MENGESAHKAN
SALINAN FOTC COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
anni, NKEPALA
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan
berbentuk Republik'. Hal tersebut mengatur bahwa Negara Republik
Indonesia dibangun dalam bentuk kerangka negara yang berbentuk kesatuan,
bukan federasi. Oleh karena itu, daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur
dan mengelola anggarannya sendiri tanpa dipisahkan dari kerangka negara
tunggal.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan dalam Pasal 18 Ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwewenang untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia®.
Administrasi pemerintahan suatu negara tidak terbatas pada kantor pusat
pemerintahan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah
daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup

kerja pemerintah daerah tercantum pada yaitu®:

Yposal 1 Ayet (1) Undang-Undang Déser Negera Republik Indonesio Tehun 1945.
*posal 18 Ayet (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tohun 1945.
*posal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintsh Daerah.



1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan
daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota.

2. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas
kelurahan dan/atau Desa.

Hak atas otonomi daerah ini juga tercatum pada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tercantum pada Pasal 4
yaitu* :

1. Daerah provinsi merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah
kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi
gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah
daerah provinsi.

2. Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan
wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota
dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah
kabupaten/kota.

Pembangunan ekonomi yang disponsori pemerintah harus
mengalami pertumbuhan dan perubahan, karena tujuan dari pembangunan
ekonomi itu sendiri adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
masyarakat, mentransformasikan perekonomian lokal dan meningkatkan
pendapatan daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari
beberapa aspek, antara lain peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan,
perbaikan infrastruktur yang ada, dan peningkatan kesejahteraan rakyat,
untuk mengukur secara kuantitatif peningkatan pembangunan ekonomi
daerah.

Menurut Smith, yang dikutip Dharma Setiawan Salam, faktor-

faktor yang dapat memprediksi keberhasilan otonomi daerah adalah fungsi

dan kewajiban pemerintah, kemampuan memperkuat pajak daerah, kewajiban

*pasal 4Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2014 tentang Pemerintsh Daerah.



administrasi, ruang lingkup pelimpahan wewenang dan besarnya anggaran. ,
Wilayah, ketergantungan keuangan dan personel. Secara filosofis,
pelaksanaan otonomi daerah merupakan bentuk persetujuan pemerintah pusat
atas kemandirian pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Oleh karena itu,
tujuan akhir dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperkuat
masyarakat dan pemerintah ke arah itu.”>

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah terdapat peraturan lainnya yang mengatur mengenai Susunan DPRD
yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD bahwa DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
kabupaten/kota®.

Dalam menyusun peraturan daerah, anggota DPRD perlu lebih
berperan sebagai pembuat gagasan dan pembuat gagasan, tergantung pada
posisinya sebagai politisi. Anggota DPRD tidak perlu memiliki komando
teknis bahasa substantif dan bahasa hukum perda, karena bisa diserahkan
kepada  ahli di bidangnya masing-masing. Praktik kota seringkali
menunjukkan bahwa anggota DPRD sibuk menyusun peraturan daerah,
bahkan dalam peraturan yang sangat rinci dan substantif yang tidak

didasarkan pada keahlian yang memadai. Pada akhirnya, orang-orang yang

%Solam, Dharma Setyawan, 2004.0tonomi Daerah Dalom Perspektif Lingkungan, Nilai don Sumber
Daya, him 271.
6Undang-Undang Nomor 17 Tehun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, don DPRD.



tidak memahami konten berdiskusi panjang, dan mereka tidak dapat
menyelesaikannya dengan baik dan menghabiskan waktu.’.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten
terpadat di kabupaten Kuang yang dijadikan sebagai lokasi penelitian ini.
DPRD Kabupaten Sumbawa Barat juga turut serta dalam mewujudkan good
governance dengan memperkuat peran dan fungsinya dalam pemerintahan,
yaitu dengan melaksanakan kebijakan untuk membuat peraturan daerah,
sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Peran DPRD dalam
pemerintahan daerah sangat besar. Karena merupakan lembaga legislatif
daerah yang berfungsi sebagai salah satu lembaga yang menjadi pengarah
aspirasi masyarakat setempat. Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Sumbawa
Barat sebagai wakil daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi ini sering disebut
sebagai inti dari badan perwakilan, yaitu badan legislatif dalam kerangka
daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis
tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi Legislasi
DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam Pembentukan Peraturan Daerah
(Perda) ”. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan fungsi legislasi DPRD
Kabupaten Sumbawa Barat tidak cukup hanya mengandalkan teori, dan

diperlukan penelitian untuk mendukung data yang ada.

"Sadu Wasistiono, Yonato Wiyoso, 2010. Meningkatkan Kinerjo Dewan Perwokilan Rokyat Doersh
(DPRD). Bandung: Fokusmedia, him 57.



B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana fungsi legislasi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD ?
2. Bagaimana Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa

Barat 2019-2024 dalam pembentukan Peraturan Daerah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi legislasi DPRD berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan
DPRD.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi fungsi legislasi
DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dalam pembentukan Peraturan
Daerah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1) Manfaat Secara Teoritis
a. Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan

rumusan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum

pada umumnya dan liImu Hukum Tata Negara padak hususnya.



2) Manfaat Secara Praktis
a. Diharapkan dapat memberikan masukan-masukan terhadap para
pihak yang berhubungan dengan aparat Pemerintah Daerah.
b. Diharapkan penelitian ini dapat mempermudah pemahaman atas
perkembangan tata pemerintahan daerah.
D. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan hukum
empiris. Kajian hukum normatif juga biasa disebut dengan studi hukum
pendidikan atau studi kepustakaan. Kajian ini disebut kajian doktrinal karena
ditujukan hanya untuk peraturan tertulis. Penelitian ini sangat erat kaitannya
dengan perpustakaan karena membutuhkan data sekunder. Penelitian hukum
empiris adalah metode penelitian hukum yang dirancang untuk benar-benar
melihat hukum dan mempelajari cara kerjanya di masyarakat. Kajian ini
mengkaji manusia dalam konteks kehidupannya di masyarakat, sehingga
metode studi hukum empiris dapat digambarkan sebagai studi hukum
sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta
yang ada di masyarakat, korporasi, dan instansi pemerintah.

Dalam penelitian ini, penulis memasukkan pekerjaan kantor DPRD
Kabupaten Sumbawa Barat. Survei dilakukan mulai 24 Desember 2021
hingga 3 Januari 2021. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis Implementasi fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat

dalam pembentukan Peraturan Daerah.



E. Orisinalitas Penelitian

No Nama Judul Rumusan Masalah Perbandingan
1 Mardhotillah Proses 1. Bagaimana 1.Bagaimana fungsi
Pembentukan mekanisme legislasi DPRD
Peraturan pembentukan berdasarkan Undang
Daerah Kota Peraturan Daerah | Undang Nomor 17
Palembang. di Kota Tahun 2014 tentang
Palembang ? MPR, DPD, DPR,
2. Jelaskan dan DPRD ?
wewenang dan  2.Bagaimana
fungsi DPRD Implementasi fungsi
Kota Palembang | legislasi DPRD
dalam Kabupaten
Pembentukan Sumbawa Barat
5 Suci Aulia Peraturan Daerah | dalam pembentukan
Pratiwi.Z Analisis Fungsi ? Peraturan Daerah ?
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah  [1. Bagaiman fungsi
Kota Jambi DPRD dalam
dalam merumuskan
Menetapkan PerdaKota Jambi
Peraturan ?
Daerah Kota 2.Apa saja kendala
Jambi (Periode yang dihadapi
2019-2024). DPRD dalam
menetapkan
Perda Kota Jambi
3 Royhatun ?
Thoyyibah 3.Bagaimana solusi




Peran Fungsi
Legislasi
Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah
Kabupaten
Cirebon dalam
Penyusunan
Peraturan
Daerah Tahun
2010-2013.

DPRD kota jambi
dalam
menetapkan
Perda Kota Jambi
?
1.Bagaimana
pelaksanaan
peran fungsi
legislasi DPRD
Kabupaten
Cirebon dalam
penyusunan
Perdatahun 2010-
2013?
2. Apa saja yang
termasuk di
dalam daftar
Peraturan Daerah
Kabupaten
Cirebontahun201
0-2013 ?
3.Apa saja
Hambatan dan
solusi
pelaksanaan
fungsi legislasi
DPRD
Kabupaten
Cirebon Dalam
PenyusunanPerda
Tahun 2010-2013




BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Fungsi DPRD
a. Fungsi Legislasi
Fungsi peraturan perundang-undangan adalah mengkoordinasikan

berbagai kepentingan para pihak (stakeholder) dan menentukan bagaimana

pembangunan akan berlangsung di daerah. Peran legislasi penting® :
Menentukan arah pembangunan dan Pemerintahan Didaerah.
Dasar perumusan kebijakan publik didaerah.
Sebagai kontrak sosial didaerah.

Pendukung pembentukan perangka daerah dan Susunan organisasi
perangkat daerah.

NS

Selain itu, dalam menjalankan fungsi legislasi ini, DPRD juga
berfungsi sebagai pembuat kebijakan, bukan sebagai pelaksana kebijakan
daerah (policy implementation). Artinya ada kontrak sosial antara DPRD
sebagai pejabat dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan,
berdasarkan kewajiban fidusia. Oleh karena itu, kewajiban loyalitas ini
harus dipertahankan sepanjang proses fungsi legislasi.

Dalam praktik dan realita saat ini, proyeksi good public governance
pada fungsi legislasi saat ini masih membutuhkan banyak penataan dan
transformasi ke arah yang lebih baik. Peningkatan kinerja ini dapat dicapai
khususnya dengan cara-cara berikut:®:

1. Peningkatan pemahaman tentang perencanaan dalam fungsi legislasi.
2. Optimalisasi anggota DPRD dalam mengakomodasi aspirasi stake

holders.
3. Ditumbuhkannya inisiatif DPRD dalam penyusunan Rancangan

thto://id.wikiDedia.funqsiDPRD.Diakses tonggal 12 Desember 2017 pukul 14.25.
Ibid.



http://id.wikipedia.fungsidprd/
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Peraturan Daerah.
4. Ditingkatkannya kemmapuan analisis (kebijakan publik dan hukum)
dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

5 Pemahaman yang lebih baik atas fungsi perwakilan dalam fungsi
legislasi.

. Fungsi Budgeting (Anggaran)

Fungsi anggaran adalah penyusunan dan penetapan anggaran
pendapatan dan belanja daerah dengan pemerintah negara bagian. Dalam
menjalankan fungsi tersebut, DPRD harus terlibat aktif, tidak positif dan
responsif, serta bertindak sebagai pembenar atas usulan APBD yang
diajukan oleh pemerintah daerah. Fitur penganggaran ini penting sebagai
berikut, jadi harus sangat berhati-hati®° :

1. APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi,
& fungsi stabilisasi).

2. APBD sebagai fungsi investasi daerah.

3. APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi
perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam konteks pemerintahan yang baik, keterlibatan DPRD dalam
semua proses penyusunan APBD harus dicapai dengan berpegang pada
kewajiban loyalitasnya. Prinsip universal good governance dalam konteks
GCG, yaitu Prinsip TARIF/RAFIT, sangat tepat jika benar-benar
diterapkan dalam menjalankan fungsi penganggaran ini.

Tata kelola publik yang baik dalam fungsi penganggaran saat ini
dapat memainkan peran yang lebih spesifik jika hal-hal berikut ini

mendapat perhatian dan ketelitian. **:

1. Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) antara lain :

O1pid
Ypid
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Efektifitas pembentukan jaring asmara.
Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan.
Pembenahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD.
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam
merumuskan KUA.
2. Penyusunan PPAS antara lain :
a. Akuntabilitas terhadap nilai anggaran.
b. Kelengkapan data-data pendukung.
c. Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan Pemerintah Daerah dalam
menyusun prioritas urusan dan program.
d. Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat.
3. Rancangan Peraturan Daerah APBD.
4. Sosialisasi Peeraturan Daerah APBD.

20 o

. Fungsi Control (Pengawasan)

Fungsi pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk
memastikan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan
rencana yang telah ditetapkan, serta untuk mencapai tujuan secara efektif
dan efisien. Fungsi ketiga ini penting bagi pemerintah daerah dan badan
pengatur. Bagi pemerintah daerah, fungsi pemantauan merupakan sistem
peringatan dini untuk memantau pelaksanaan kegiatan untuk mencapai
tujuan dan sasaran. Bagi manajer, peran pengawasan ini merupakan peran
yang mulia dalam memberikan review dan saran berupa tindakan korektif.
Selain itu, sutradara memiliki tujuan utama antara lain*?

1. Menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan rencana.

2. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap
penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan.

3. Menumbuhkan  motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan
penyimpangan.

4. Meyakinkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah sedang atau telah
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

21pid.
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Namun, praktik administrasi yang baik dalam fungsi pengawasan

saat ini masih memerlukan beberapa perbaikan untuk mencapai tujuan ini.

Fungsi pengawasan dapat disesuaikan dengan tujuannya, antara lain

dengan cara sebagai berikut™:

1.

QNI

Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat
menjadi mekanisme check (cek)& balance (keseimbangan) yang efektif.

. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang

diharapkan pada pengelolaan Pemerintahan Daerah.

. Penyusunan agenda pengawasan DPRD.
. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD.

Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam
proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat
dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

B. Tinjauan Umum Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)

a. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan lain yang lebih tinggi.'.

Oleh karena itu, materi peraturan daerah secara umum meliputi antara lain:

1.

2.

Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang
berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah.

Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan peraturan daerah
merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka
melaksanakan ~ otonomi  daerah, vyaitu  melaksanakan  hak
dankewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga
sendiri sekaligus juga peraturan daerah merupakan legalitas untuk
mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom®.

Proses pembentukan peraturan daerah perlu dikaji ulang oleh

beberapa unsur pemerintahan, karena peraturan daerah merupakan hasil

kerja sama antara gubernur/bupati/walikota dengan DPRD. Dengan kata

13y i
Ibid.
14BagirManan, 2002. MenyongvongFajarOtonomiDaersh. PSHFHUII, Yogyakarta, him 136.
BRosjidi  Ranggawidjsjo, 1998.Pengentar llmu PerUndeng-Undangan Indonesia.  Penerbit
Mendar Maju, Bandung, him 23.



13

lain, unsur DPRD adalah peraturan daerah yang merupakan bentuk
peraturan perundang-undangan daerah. Hal ini karena tidak dapat
dipisahkan dari DPRD. Partisipasi DPRD dalam penyusunan peraturan
daerah yang berkaitan dengan atau secara tidak langsung digunakan
untuk mendukung fungsi legislasi di bidang legislasi, yaitu penyidikan,
prakarsa, perubahan, persetujuan rancangan peraturan daerah. Partisipasi
adalah partisipasi yang dimaksudkan agar DPRD dan pihak luar
pemerintah daerah ikut serta dalam penyusunan dan penyusunan
rancangan atau peraturan daerah®.
b. Kewenangan Pembentukan Peraturan Daerah

Kewenangan membuat peraturan daerah ada pada kepala daerah,
DPRD, dan masyarakat. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah
setelah mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD). Masyarakat juga berperan dalam pembentukan peraturan
daerah. Masyarakat tidak terlibat langsung dalam proses legislasi DPRD.
Namun, peran masyarakat dalam hukum sangat penting, terutama untuk
mempengaruhi proses yang sedang dan sedang berlangsung. Selain itu,
dalam proses diskusi, panitia seleksi wajib menjaring aspirasi dari
fellowship. Peran elemen masyarakat dalam proses legislasi dapat
diidentifikasi sebagai berikut'’ :

a. Bekerja dengan anggota DPRD untuk mengusulkan agenda legislatif
untuk dimasukkan dalam program pendidikan peraturan daerah.

Ibid, him 17.

17Pa|u|ungan, Ghufran, Yunus, Hidayat don Yenti, 2017. Panduan Penyusunén Peraturan Daersh
Inisiatif DPRD Secara Partisipatif don Responsif Gender. Dicetsk oleh Yayasen Bursa Pengetshuan Kawasan
Timur Indonesia (BoKTI). Makassar, hal 58.



14

b. Membuat teks rekomendasi rancangan peraturan daerah untuk dibahas
sebagai masukan kepada pansus.Mempersiapkan naskah tandingan
terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada DPRD
pada saat pembahasan.

c. Bekerjasama dengan anggota DPRD dalam pembahasan usulan
peraturan daerah.

d. Ikuti proses pembahasan pansus.

e. Melobi anggota DPRD untuk mengedepankan kepentingan tertentu
dalam usulan peraturan daerah.

Warga negara berhak ikut serta dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan secara lisan dan/atau tertulis. Penyampaian secara
lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut'®:

Rapat dengar pendapat umum.

Kunjungan kerja.

Sosialisasi.

Seminar, loka Kkarya, dan/atau diskusi Masyarakat sebagaimana
dimaksud adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
mempunyai  kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan.

o0 ow

Dalam proses legislasi, media merupakan kelompok masyarakat
yang menempati posisi strategis. Keterlibatan khusus media adalah
penyebaran informasi terkait bahan diskusi agar masyarakat luas dapat
berpartisipasi dalam proses pembahasan usulan peraturan daerah.
Akademisi dan profesional lainnya dapat menggunakan media untuk
melaporkan atau menulis dalam bentuk opini dan artikel untuk
memberikan masukan dan perubahan isi peraturan daerah. Oleh karena itu,
media dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mempengaruhi proses

pembahasan perda yang diusulkan. Namun, media atau pengelola media

B1pid, him 62.
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juga merupakan kelompok yang tertarik untuk mempengaruhi perdebatan

tentang usulan peraturan daerah *°.

. Substansi Pembentukan Peraturan Daerah

Pengesahan peraturan daerah adalah proses pembuatan peraturan
daerah, yang pada dasarnya dimulai dengan perencanaan, pembahasan,
teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan,
dan sosialisasi. Ketika mempersiapkan untuk membahas dan mengadopsi
rancangan peraturan negara untuk peraturan negara, itu harus diarahkan ke
undang-undang. Dalam rangka tertib pengelolaan dan peningkatan kualitas
produk hukum daerah, proses atau tata cara penyusunan peraturan daerah
perlu lebih terarah dan terkoordinasi. Dalam menyusun perda harus hati-
hati dan teliti, mengetahui apa yang diatur dalam perda dan bagaimana
isinya secara ringkas, jelas dan tepat dimasukkan ke dalam perda
disebutkan bahwa diperlukan persiapan. Bahasa yang mudah dipahami
yang tersusun secara sistematis tanpa meninggalkan langkah-langkah
pembentukan kalimat sesuai kaidah bahasa Indonesia. Prosedur persiapan
ini merupakan rangkaian kegiatan penyiapan produk hukum lokal mulai
dari perencanaan hingga keputusan. Proses pembentukan peraturan daerah
terdiri dari tiga tahap? :

a. Proses penyusunan peraturan daerah. Proses penyempurnaan dan
perancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan pemerintah
daerah (dalam hal ini Perda yang diusulkan diusulkan oleh prakarsa).
Proses ini meliputi pembuatan draf inisiatif, draf ilmiah, dan draf

metode.
b. Proses persetujuan dijelaskan di DPRD.

Y1bid, him 62.
20 Bydiman N.P.D. Sinanga, 2005. llmu PerUndang-Undangan. Jakarta: UII Pres, hal 36.
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c. Proses pengesahan oleh pimpinan daerah dan diundangkan oleh
sekretaris daerah.

Ketiga proses pembentukan tatanan wilayah tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut? :

a Proses penyiapan Rancangan Peraturan Daerah dilingkungan DPRD,
berdasarkan Amandemen | dan Il Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20
Ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan
berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat (2), anggota-
anggota DPRD berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang.
Demikian pula di tingkat daerah, DPRD memiliki kewenangan untuk
menyusun peraturan daerah dan anggota DPRD berhak mengajukan
usulan rancangan peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya, rancangan
peraturan daerah DPRD diatur lebih lanjut dengan peraturan tata cara
DPRD dan dikoordinasikan oleh kelompok kerja yang ditunjuk oleh
sekretaris daerah atau kepala daerah. Kemudian dibentuk tim
pendukung dengan sekretariat daerah atau sekretariat/bagian hukum.

b. Proses pembuatan rancangan peraturan daerah di lingkungan
pemerintah daerah. Dalam proses penyusunan peraturan daerah yang
bersumber dari pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dalam
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2011 tentang Penetapan Produk Daerah yang Sah.

¢ Tata cara memperoleh persetujuan DPRD, pembahasan rancangan
peraturan daerah DPRD, baik yang dipimpin oleh pemerintah daerah
maupun yang dipimpin oleh DPRD, dilakukan oleh DPRD bersama
Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah daerah adalah tim pendukung
dengan sekretaris daerah di kantor / departemen hukum. Namun,
sebagai aturan umum, diskusi berlangsung di beberapa tingkat diskusi.
Pembahasan pada tingkat tersebut berlangsung dalam rapat paripurna,
rapat komite, rapat gabungan komite, rapat komite khusus dan
diputuskan oleh rapat paripurna. Khusus untuk peraturan daerah yang
dipimpin DPRD, kepala daerah mengangkat sekretaris daerah atau
manajer kerja untuk mengkoordinasikan rancangan tersebut.

d Proses Pengesahan dan Pengundangan Setelah rapat penutupan DPRD
selesai pembahasan rancangan peraturan daerah dan disetujui oleh
DPRD, rancangan peraturan daerah tersebut akan dikirim oleh ketua
DPRD kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam hal ini
Biro/Departemen Hukum untuk mendapatkan persetujuan. Disertifikasi
oleh Sekretaris Jenderal / Manajer Departemen Hukum. Kepala Biro
Daerah mengesahkan dengan menandatangani Peraturan Daerah yang
diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sementara itu, Departemen
Hukum/Bagian bertanggung jawab atas reproduksi, distribusi dan

Z1pid, him 38.
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dokumentasi peraturan di bidang ini. Apabila masih terdapat kesalahan
teknis dalam penyusunan peraturan daerah, maka sekretaris DPRD
dengan  persetujuan pimpinan DPRD dan kepala daerah
mengembangkan rancangan peraturan daerah yang telah disetujui
DPRD sebelum diserahkan ke kepala daerah. Apabila masih terdapat
kesalahan dalam cara penyusunan setelah disampaikan kepada
pimpinan daerah, maka pimpinan daerah dapat memperbaiki cara
penyusunan dengan persetujuan pimpinan DPRD. Apabila peraturan
daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknis dalam
penyusunannya, maka sekretaris daerah dengan persetujuan pimpinan
DPRD dapat memperbaiki kesalahan tersebut melalui Lembaran
Daerah tanpa mengubah isi peraturan daerah tersebut. Pemerintah
negara bagian wajib mengumumkan peraturan negara dalam berita
acara negara dengan cara yang akrab bagi semua orang di daerah.
C. Tinjauan Umum Otonomi Daerah
a. Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi berasal dari bahasa Yunani. Otomatis berarti sendiri dan
nominal berarti hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social
Sciences, otonomi dalam arti yang sebenarnya adalah swasembada hukum
dan kemandirian masyarakat sipil yang sebenarnya. Dari perspektif
kebijakan pemerintah, otonomi daerah adalah kondisi otonomi, atau hidup
di bawah hukum sendiri. Dengan demikian, otonomi daerah merupakan
daerah yang mandiri secara hukum (statutory closed economy) dimana
otonomi (otonomi) diatur dan dikendalikan oleh Undang-Undang Otonomi
Daerah (hukum otonomi), dan oleh karena itu otonomi daerah merupakan
keinginan dan bukan kondisi®.
Pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Otonomi

Daerah berarti bahwa hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah untuk

mengatur dan mengendalikan anggarannya sesuai dengan peraturan

22Sarundajang, 2007 Arus Balik Kekuasaan Pusst ke Daersh.Jokarta: Pusteke Sinar Harapan, him 33.
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perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini tidak terlepas dari
konsep otonomi yang berarti otonomi dalam konteks politik dan
pemerintahan. Kata “otonomi” berasal dari kata “otonomi” yang memiliki
dua arti. Pertama, menjadi mandiri dari pemerintah dan daerah otonomnya
sendiri. Kedua, kelompok sosial dengan hak dan kekuasaan menentukan
arah tindakan mereka sendiri®.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan Perundang-Undangan. Otonomi daerah secara harafiah berasal
dari kata otonomi dan masyarakat. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal
dari kata car dan namos. Karena mobil berarti sendiri dan namos berarti
aturan atau hukum, maka dapat diartikan sebagai wewenang untuk
mengatur diri sendiri atau membuat aturan untuk mengurus rumah.
Meskipun wilayah merupakan kesatuan masyarakat yang sah dengan
batas-batas wilayah?*.

Pengertian otonomi ini pada hakikatnya melahirkan otonomi
daerah.?:

1. Hak untuk menjalankan rumah tangga Anda sendiri untuk negara

otonom. Hak-hak tersebut berasal dari wewenang dasar dan pekerjaan
pemerintahan dan diberikan kepada kepala daerah. Otonomi hak untuk

23pysat Bohaso DepartemenPendidikanNesional, 2001.KemusBesarBahasa Indonesis. Jokarta: Balal
Pustake.

24Undang-Undang Nomor 23 tohun 2014 tentangPemerintshan Déerah.

53yaukani, HR. 2010. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daersh. GerbangDaysku. Samarinda:
Percetokan Kabupaten Kutai Kalimanten Timur, him 148.
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mengatur dan mengelola anggaran merupakan inti dari otonomi daerah.
Ini termasuk hak untuk menentukan kebijakan sendiri, pelaksanaan
sendiri, dan pembiayaan dan akuntabilitas daerah itu sendiri.

2. Dalam kerangka kebebasan menjalankan hak menguasai dan mengatur
anggarannya, negara tidak dapat menjalankan otonomi dan
kekuasaannya di luar batas wilayahnya.

3. Daerah tidak boleh mencampuri hak untuk mengatur dan mengelola
anggaran daerah lain sesuai dengan kewenangan dan tugas yang
dilimpahkan.

4. Otonominya tidak mengawasi otonomi daerah lain, dan hak mengatur
dan mengendalikan anggaran itu sendiri tidak tunduk pada hak
mengatur dan mengendalikan anggaran di daerah lain. Oleh karena itu,
daerah otonom adalah daerah yang benar-benar mandiri dan tidak
memiliki hierarki vertikal maupun horizontal dengan daerah lain.

b. Tujuan dan Fungsi Otonomi Daerah
1) Tujuan otonomi daerah
Otonomi daerah memiliki fungsi dan tujuan yang sangat
penting bagi daerah Anda. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi
daerah di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama?® :

a. Tujuan Politik
Apa yang dicapai melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi
daerah merupakan upaya untuk mencapai demokratisasi politik
melalui partai politik dan DPRD.

b. Tujuan Administratif
Sasaran administratif dari realisasi yang ingin dicapai melalui
pelaksanaan otonomi daerah adalah pembagian kerja antara
pemerintah pusat dan daerah, termasuk sumber daya keuangan, dan
reformasi manajemen birokrasi di pemerintah daerah.

¢. Tujuan Ekonomi
Tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi
daerah Indonesia adalah tercapainya peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia sebagai salah satu indikator peningkatan
kesejahteraan masyarakat Indonesia.

26Ani Sri Rohayu, 2018. Pengentar Pemerintshan Daersh, KajianTeori Hukum dan Aplikasinya.
Jokarta: Sinar Grefike, him 215.
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Tujuan lain dari otonomi daerah adalah®’ :

sebuah. Peningkatan pelayanan publik.

Pembangunan kehidupan demokrasi.

Keadilan nasional.

Dengan kata lain, area yang adil.

Memelihara hubungan yang harmonis antara pusat dan daerah dan
antara daerah dalam keutuhan operasi Republik.

Mendorong pemberdayaan masyarakat.

g. Meningkatkan prakarsa dan kreativitas daerah, meningkatkan
partisipasi masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi
DPRD.

®o0 o

=h

2) Fungsi Otonomi Daerah
Serupa dengan tujuan otonomi masyarakat, fungsi otonomi
masyarakat adalah?®:
a. sebuah. Otonomi daerah mempunyai tugas mengatur pemerintahan
daerah yang menjadi kewenangannya.

b. Otonomi daerah bertanggung jawab atas pekerjaan berbagai
pemerintahan di daerah yang dikelolanya.

¢. Manfaat Otonomi Daerah

Keuntungan dari otonomi masyarakat adalah: *° :

a.

b.

Sebuah pelaksanaan otonomi masyarakat dapat dilakukan untuk
kepentingan masyarakat.

Ini melewati birokrasi pemerintah pusat yang kurang kompleks dan sangat
terstruktur.

Meningkatkan efisiensi pemerintah pusat: Pemerintah pusat tidak dapat
lagi melakukan operasi sehari-hari di daerah, karena dapat didelegasikan
kepada pegawai negeri sipil daerah yang otonom.

Mengintensifkan pengawasan terhadap kegiatan atau kegiatan yang
dilakukan oleh elit lokal, biasanya bertentangan dengan program
pembangunan nasional dan peka terhadap kebutuhan masyarakat miskin di
pedesaan.

Hal itu diserahkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pasokan
barang dan jasa daerah dengan biaya yang terjangkau dan murah,
sehingga tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat.

7| bid, him 217.
2| bid, him 217.
2bid, him 220
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Tujuan dan fungsi otonomi masyarakat merupakan dua hal yang
tidak dapat dipisahkan. Fungsi otonomi masyarakat membantu untuk

mencapai tujuan tersebut.



22

BAB Il1

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan berbagai jenis survei yang ada, Anda dapat menggunakan

metode survei berikut:

Penelitian Hukum Normatif

Pemeriksaan hukum normatif adalah pemeriksaan hukum yang
dilakukan melalui pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder.
Penyelidikan hukum normatif, juga dikenal sebagai penyelidikan hukum
hukum®. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penyidikan hukum normatif
adalah proses menemukan kaidah, asas, dan yurisprudensi hukum untuk
menjawab persoalan hukum yang dihadapi oleh jenis penyidikan hukum
atau hukum tersebut®.
Penelitian Hukum Empiris

Suatu metode penelitian yang mengkaji berfungsinya suatu hukum
atau aturan mengenai penerapannya dalam arena sosial. Metode penelitian
ini disebut juga penelitian sosiologi hukum karena juga penelitian tentang
orang-orang yang hidup dalam hubungannya dengan orang lain dan
masyarakat. Oleh karena itu, realitas yang terjadi terekam di masyarakat,

badan hukum, atau instansi pemerintah. Penyelidikan hukum empiris atau

30Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003.Penelition Hukum Normatif . PT. Jekerta:Reje Grafindo

Persados, him 112,

%! peter Mahmud Morzuki, 2010.Penelition Hukum, Jokerta: Kencana Prenads Media Group, him 57.
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sosiologis adalah penyelidikan hukum dengan menggunakan data primer

atau data yang diperoleh langsung dari suatu sumber. Dalam studi

empiris, data primer terutama diselidiki®.

B. Metode Pendekatan

a. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Konseptual (Conceptual

Approach), Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan

Pendekatan Sosio-legal.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini ditempuh antara lain dengan mengkaji semua peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki

(legal question)® :

a.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa
Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual diawali dengan pandangan dan ajaran yang

berkembang dalam hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang memunculkan definisi,

konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

%2|pid, hlm 57.
®pid, him 58.
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Memahami pandangan dan doktrin ini akan membantu peneliti
membangun perdebatan hukum untuk memecahkan masalah yang
dihadapi.®*.
d. Pendekatan Sosio-legal
Pendekatan hukum sosial ini merupakan upaya untuk menggali
lebih jauh dan sekaligus masalah dengan tidak hanya mempelajari norma-
norma dan doktrin-doktrin hukum yang relevan, tetapi juga dengan
mempertimbangkan konteks lengkap dari norma-norma dan penerapannya.
Memang, pendekatan kombinatorial semacam itu diharapkan dapat
mengintensifkan upaya untuk mengejar kebenaran, menyelidiki masalah
yang muncul, dan menemukannya untuk upaya yang lebih kreatif dan
membebaskan. Dari sudut pandang konseptual seperti itu, pendekatan
hukum sosial juga merupakan pendekatan terbuka™®.
C. Sumber/Jenis Bahan Hukum
a. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama sebagai bahan hukum
otoritatif, yaitu bahan hukum otoritatif. Sumber hukum utama termasuk
peraturan hukum dan semua dokumen resmi, termasuk peraturan hukum.
Bahan hukum primer atau data yang tertulis, yang digunakan dalam

penelitian dapat berupa :

*bid, hlm 58.
®1bid, hlm 58.



25

a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata
tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

b. Buku dan literatur yang berkaitan dengan Implementasi Fungsi
Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

c. Dokumen dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan Implementasi
Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang
memberikan penjelasan atas suatu bahan hukum primer seperti buku,
artikel, jurnal, penelitian, atau disertasi yang berkaitan dengan topik
yang sedang dibahas.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: B.
Kamus dan ensiklopedia.

b. Jenis-jenis bahan hukum
Dengan demikian, hukum adalah keseluruhan asas-asas hukum,
peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur teknis yang berupa peraturan-
peraturan hukum, perjanjian-perjanjian termasuk pendapat hukum, dan baik
penelitian hukum maupun kepustakaan.
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Data
Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai sumber

penelusuran ini adalah penelusuran kepustakaan, yaitu membaca artikel dari

undang-undang, dokumen resmi, majalah, dan internet untuk mengumpulkan
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bahan hukum, serta penelusuran kepustakaan, wawancara/wawancara, dan
observasi. terakhir, analisis data. , Dan literatur lain yang erat kaitannya
dengan masalah yang dibahas, didasarkan pada bahan hukum sekunder.
Sumber data utama dalam penelitian empiris adalah kata-kata dan sertifikat,
dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Teknik akuisisi data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah®®:
1. Studi Kepustakaan
Studi sastra adalah metode pengumpulan data dengan melakukan
studi telaah buku, literatur, memo, dan laporan yang berkaitan dengan
masalah yang akan dipecahkan. Tinjauan pustaka penelitian ini, yang
dilakukan oleh penulis, terdiri dari pengumpulan data hasil penelitian
sebelumnya terkait dengan implementasi undang-undang fungsional
DPRD dalam pembentukan peraturan daerah. Misalnya, jurnal, makalah,
makalah, laporan penelitian, buku, dil dikelompokkan bersama.
2. Wawancara atau Interview
Wawancara adalah  peran interpersonal tatap muka di mana
seseorang, pewawancara, mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan
jawaban terkait dengan pertanyaan penelitian responden.
Wawancara langsung dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial
sebagai bahan penelitian hukum empiris dilakukan dengan tanya jawab
langsung, dengan semua pertanyaan secara sistematis, jelas dan sengaja

sesuai dengan pertanyaan hukum yang diajukan dalam penelitian akan

%Burhon Ashshofa, 2007.Metode Penelitisn Hukum. Jakarts: Rineks Cipta, him 185.
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ditempatkan. Wawancara langsung ini dirancang untuk memperoleh

informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditentukan

sebelumnya. Semua informasi tentang keinginan yang diperoleh dari
wawancara telah dicatat atau direkam dengan baik. Wawancara dilakukan
untuk memperoleh informasi verbal guna mencapai tujuan memperoleh
informasi yang akurat dari sumber yang kompeten.
3. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara sadar dan sistematis terhadap
gejala-gejala sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk dipelajari
kemudian. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu

kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Pengamatan dilakukan hanya di

tempat-tempat di mana penelitian yang dibahas di sini terbatas. Metode

yang digunakan untuk mengambil data tersebut adalah:

a. Peraturan yang meliputi Undang-Undang dan Kketentuan-ketentuan
Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan
Daerah di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat 2019-2024.

b. Implementasi peraturan praktis.

c. Deskripsi pemrosesan langsung.

4. Analisis Data
Setelah data terkumpul baik dengan cara observasi, dokumentasi,
atau studi pustaka, data tersebut diolah kembali dengan mengecek keutuhan
dan relevansi masalah yang disajikan dalam penelitian, kemudian data mana

Pertanyaan yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada yang
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dikategorikan secara sistematis sehingga jelas apakah akan menggunakan

dan menjawab.

E. Jadwal Penelitian

Tahun 2021
NO Kegiatan
g Okt Nov Des Jan Feb
213(41112|3]4[1]|2(3]|4]1[2]3 4 3
1 PengajuanJudul
’ PembuatanProposal X
Perbaikan XXX XHR
3 Proposal
Seminar X
4 Proposal
5 Surat izin X
Riset
5 Pengumpulan X[ X
Data
Pembuatan X
8
Laporaan
Pengolahan data X
9 dan
analisis data
Bimbingan dan X
Perbaikan
7 X
X
8. Seminar Hasil dan

Sidang Skripsi

Tabel 1. Kegiatan Penelitian

Catatan : Jadwal berubah sesuai waktu.



